
 

 

 

 

 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

PROVINSI LAMPUNG 

 
PERATURAN BUPATI TULANG BAWANG BARAT 

NOMOR 31 TAHUN 2016 
 

TENTANG 
 

STANDAR HARGA SATUAN ATAS HONORARIUM, BARANG DAN JASA 

BELANJA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 20 ayat (2) 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan 
Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan 

Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 maka untuk 
mendukung pelaksanaan kegiatan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017, 
maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Standar 
Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati dan 

Wakil Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017; 
 

Mengingat 
 

: 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4286); 

  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4355); 

  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 4400); 

  4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran 
Negara  Republik Indonesia Nomor 4438); 

 



  5. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2008 Tentang 

Pembentukan Kabupaten Tulang Bawang Barat Di 
Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2008 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4934). 

  6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 

Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5234); 

  7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) Sebagaimana 

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 
2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 58, Tambahan lembaran Negara Republik 
Indonesia nomor 5679); 

  8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Perubahan  atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan 
Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-undang 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 

Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara  Republik 
Indonesia Nomor 5678); 

  9. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang 

Standar Akutansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4503); 

  10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Republik Indonesia Nomor 4578); 

  11. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855); 

  12. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5272); 

  13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah sebagaimana 

telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Ke 

Empat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 
tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah; 



  14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 

  15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 

tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
yang Bersumber dariAnggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial yang Bersumber 

dari Anggaran PendapatanDan Belanja Daerah; 

  16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 

tentang Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur 

dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta 

Walikota dan Wakil Walikota; 

  17. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan 

Hibah; 

  18. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 

230/PMK.05/2011 tentang Sistem Akutansi Hibah; 

  19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 
252/PMK.05/2014 tentang Rekening 

Kementerian/Lembaga/Satker; 

  20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 

Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2016; 

  21. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan 
Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil 

Gubernur, Bupati danWakil Bupati dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota Tahun 2017; 

  22. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 534/Kpts/KPU/2014 tentang Pedoman 
Pengelolaan Hibah Langsung di Lingkungan Komisi 

Pemilihan Umum; 

  23. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 115/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman 

Pengelolaan Dana Hibah Pemilihan Gubernur & Wakil 
Gubernur, Bupati & Wakil Bupati dan/atau Walikota & 

Wakil Walikota; 

  24. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 
Nomor 146/Kpts/KPU/2015 tentang Pedoman 

Penyaluran dan Pertanggungjawaban Pengunaan 
Anggaran Dana Hibah Penyelenggaraan Tahapan 

Pemilihan Gubernur & Wakil Gubernur, Bupati & Wakil 
Bupati dan/atau Walikota & Wakil Walikota; 

 



  25. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 43/Kpts/KPU/2016 tentang Standar Kebutuhan 
Barang/Jasa dan Honorarium untuk Kegiatan Pemilihan 

Gubernur dan Wakil gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

  26. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 

Nomor 44/Kpts/KPU/2016 tentang Petunjuk Teknis 
Penyusunan Anggaran dalam rangka Kebutuhan 

Barang/Jasa dan Honorarium Pelaksanaan Pemilihan 
Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati 
dan/atau Walikota dan Wakil Walikota; 

  27. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 4 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat Tahun 2011 Nomor 4, Tambahan 
Lembaran Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 

Nomor 5); 

  28. Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat 
Nomor 4 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 
Anggaran 2016; 

  29. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 39 Tahun 
2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 

Anggaran 2016; 

  30. Peraturan Bupati Tulang Bawang Barat Nomor 6 Tahun 
2015 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan 

Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan 
Serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan Sosial 

yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

  31. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-118/MK.02/2016 

tentang Penetapan Standar Biaya Honorarium Tahapan 
Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, DPRD, Presiden 

dan Wakil Presiden serta Pemilihan Gubernur dan Wakil 
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota 
dan Wakil Walikota serentak Tahun 2017. 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG STANDAR SATUAN HARGA 

KEBUTUHAN PENDANAAH PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL 

BUPATI KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT TAHUN 2017 

 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 
 

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Tulang Bawang Barat. 

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur 
Penyelenggara Pemerintahan Daerah. 



3. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang Barat. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaen Tulang Bawang Barat. 

5. Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang selanjutnya disebut Pemilihan 
adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kabupaten untuk 
memilih Bupati dan Wakil Bupati secara langsung dan demokratis.  

6. Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan adalah keseluruhan kegiatan yang 
meliputi penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan 

pertanggungjawaban dana kegiatan Pemilihan. 
7. Pendanaan Kegiatan Pemilihan adalah penyediaan dana untuk kebutuhan 

kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur bagi provinsi, Pemilihan 

Bupati dan Wakil Bupati bagi kabupaten, serta Pemilihan Walikota dan 
Wakil Walikota bagi kota, yang dikelola sesuai peraturan perundang-
undangan. 

8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disebut APBD, 
adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 
9. Hibah adalah pemberian dengan pengalihan hak atas sesuatu dari pemberi 

hibah kepada penerima hibah yang secara spesifik telah ditetapkan 

peruntukannya dan dilakukan melalui perj anjian. Belanja hibah kegiatan 
Pemilihan adalah belanja yang dianggarkan dalam APBD untuk diberikan 

kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota dan Bawaslu Provinsi/Panwaslu 
KabupatenlKota dalam rangka pendanaan kegiatan Pemilihan yang 
dituangkan dalam Naskah Perjanjian Hibah Daerah. 

10. Naskah Perjanjian Hibah Daerah yang selanjutnya disingkat NPHD adalah 
naskah perjanjian hibah yang bersumber dari APBD antara Pemerintah 
Daerah dengan penerima hibah. 

11. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang Barat selanjutnya 
disingkat KPU Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah lembaga 

penyelenggara pemilihan umum sebagaimana dimaksud dalam Undang-
Undang yang mengatur mengenai penyelenggara pemilihan umum yang 
diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati 

serta Walikota dan Wakil Walikota sesuai peraturan perundang-undangan. 
12. Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Tulang Bawang Barat yang 

selanjutnya disebut Panwas Kabupaten Tulang Bawang Barat adalah 
panitia yang dibentuk oleh Bawaslu Provinsi yang bertugas untuk 
mengawasi penyelenggaraan pemilihan di wilayah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat. 
13. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD 

adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang mempunyai 

tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai 
Bendaharawan Umum Daerah. 

14. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat TAPD adalah 
Tim yang dibentuk dengan keputusan kepala daerah dan dipimpin oleh 
Sekretaris Daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta 

melaksanakan kebijakan kepala daerah dalam rangka penyusunan APBD 
yang anggotanya terdiri dari pejabat perencanaan daerah, PPKD, dan 
pejabat lainnya sesuai kebutuhan. 

15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang 
selanjutnya disingkat DPA-PPKD, adalah dokumen pelaksanaan anggaran 

badan/dinas/biro lbagian keuangan selaku Bendaharawan Umum Daerah; 
16. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen 

yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai 

dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran. 
 

 



17. Standar Biaya adalah besaran biaya yang ditetapkan sebagai acuan 

penghitungan kebutuhan biaya kegiatan pada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah. 

18. Besaran Biaya sebagaimana dimaksud pada angka 7 adalah satuan biaya 
berupa harga satuan, tarif, dan indeks yang digunakan untuk menyusun 
biaya komponen masukan kegiatan, yang ditetapkan sebagai biaya 

masukan. 
19. Harga Satuan adalah nilai suatu barang yang ditentukan pada waktu 

tertentu untuk penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 
20. Tarif adalah nilai suatu jasa yang ditentukan pada waktu tertentu untuk 

penghitungan biaya komponen masukan kegiatan. 

21. Indeks Biaya Masukan adalah satuan biaya yang merupakan gabungan 
beberapa barang/jasa masukan untuk penghitungan biaya komponen 
masukan kegiatan. 

22. Indeks Biaya Keluaran adalah satuan biaya yang merupakan gabungan 
biaya komponen masukan kegiatan yang membentuk biaya keluaran 

kegiatan. 
23. Total Biaya Keluaran adalah besaran biaya dari satu keluaran tertentu 

yang merupakan akumulasi biaya komponen masukan kegiatan. 
 

BAB II 

STANDAR BIAYA  

Pasal 1 

 

Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaaan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun 2017 adalah: 

a. biaya setinggi-tingginya dari suatu barang dan jasa baik secara mandiri 

maupun gabungan dan dapat dinegosiasikan kembali untuk memproleh 

harga yang lebih menguntungkan bagi pemerintah Kabupaten Tulang 

Bawang Barat; 

b. sebagian pedoman untuk mengevaluasi harga yang dikalkulasikan secara 

keahlian; 

c. sebagai pedoman/acuan penyususnan kebijakan anggaran. 

 

Pasal 2 

 

(1) Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai mana yang dimaksud 

dalam Pasal 1, diperuntukan untuk kebutuhan: 

a.   Komisi pemilihan umum  (KPU) Kabupaten Tulang Bawang Barat; 

b.   Panitia pengawas Pemilihan (Panwaslu) Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

(2) Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai mana yang dimaksud  

pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II dan merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dengan Peraturan Bupati ini. 

(3) Standar Satuan Harga Kebutuhan pendanaan Pemilihan Bupati dan Wakil 

Bupati Kabupaten Tulang Bawang Barat sebagai mana dimaksud pada 

ayat (2) sudah termasuk pajak. 



 

BAB III 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 3 

 

Dalam hal belum ditetapkanya standar satuan harga sebagaimana diatur 

dalam Peraturan Bupati ini, dapat mengacu pada standar satuan kerja 

Pemerintah Kabupaten Tulang Bawang Barat Tahun anggaran 2016. 

 

Pasal 4 

 

  Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.  

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan 

ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulang Bawang 

Barat. 

 
 Ditetapkan di Panaragan 

pada tanggal, 17 Juni 2016 

BUPATI TULANG BAWANG BARAT, 
 

 
 

 

UMAR AHMAD 
 

Diundangkan di Panaragan 

pada tanggal, 17 Juni 2016 

SEKRETARIS DAERAH  

KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT, 
 
 

      
 
HERWAN SAHRI 

 

 

BERITA DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG BARAT  TAHUN 2016 

NOMOR 
 
Salinan sesuai dengan aslinya 

      Kepala Bagian Hukum,  
 

 
 

 

     Sofiyan Nur, S.Sos., M.IP 
     Pembina 
     NIP. 19770409 200212 1 008 
 
 

 


